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TENTANG

FE$ErAPAN DAI{ PEr{UGASAN r{ELOMPOK r(ERJA {POKJA}
pE*rrLrHAlr pENGADAAN BARAr{e/ JASA

PAI}A BAGIAI{ LAYAITAN PEI{GADAAN BARANG DAN JASA
I{ABUPATEN HALMAHERA BARAT

TAHUI{ 2A26

BUPATI HATMAHERA BARAT,

hilenimbang : a. bahn'a dalam rangka peningkatan Pengelolaan Pengadaan
Barang/Jasa di Kabupaten Halmahera Barat dan untuk
irrclaksanakan keten'ruair Peraturan Prcsiiicri liumor i6 Taliun 2A2E
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2O25 tenang
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2A28

--- n--- --r^ --- -/ L--^ r-r-,.---i,-.+.-1- *__1_^ -_^-_1 -- l:I^-._-+._!"LUiiLaiix i-ulrgeiuaarl nidtairH,/ uasa i-'cllrcIlnLan, maKa ifcriu':liDeifluK
Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa di Kabupaten Halmahera
Barat Tahun 2O26;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam
hurul a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan
Kelompok Kerja (Pokjal Pemiiihan pacia Bagian Layanan Pengadaan
Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2A26:

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentans Pembentukan Daerah-
daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat
I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Halmahera Selatan, Kabupaten
Iicnrrlarrcn Qrrlo Knhrrn ten F{clrnqhera Tir-nrrr don 1,1atq Tirlnre

vqlq,

Kepulauan di Provinsi Maiuku Utara;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2AO4 tentang Perbendaharaan

Negara:
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2AA tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2A22 tentang Hubungan Keuangan

antara Femerintah F*sat dan Pernerintah Daerah:
7. Urda*g-unda-:rg N*mor 13 Tahua 2*22 tentang Perubahan Kedua atas
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Peraturan Perundang-undangan;
8' Unda-trg-undang Nomor Nomor 20 Tahun 2023 tentans Aparatur Sipil

Negara;
9- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2079 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tel"ah dir-ulirah
dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan KabupatenlKota,

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2a2a tentang
Pengeloiaan Keuangan Daerah;

12- Peraturan Daerah Kabupaten Flalmahera Barat Nomor 2 Tahun 2A27
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera
Barat Nar:ror 5 Tahun 2Ol5 tentang Pembentuk-an dan *Qusr-trr:an

Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat"
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor I Tahun 2A26

tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2026

14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 2A l.entang Perubahan
Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2Arc
tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera
Barat;

15. Feraturan Bupa+"i !{almahera Bar:at Nornor 1 Tahun 2A25 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;

MEMUTUSI(AN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten
Halmahera Barat Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu
bertanggung jawab penuh secara substantive dalam penyelenggaraarl
proses perniiihan Penl'edia barang,rjasa paCa Bagian I a)'anan Fengadaan
Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Barat.

KETIGA : Tugas dan Tanggung jawab Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
adalah :

1. Meny'usun rencana pemilihan Penlredia Barang dan Jasa.
2. Menyiapkan dan menetapkan dokumen pengadaan barang dan jasa
3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran.
4. mengumumkan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa meialui

LPSE dalam portal Pengadaan Nasional.
i l\4enilei k-rraiifilznei Penrrerlia Rarnncr rion Iaqa rnelalrri nrnlzrrqlifllzqei

atau pascakualifikasi.
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap

penar+raran .v--ang masuk



7-

8.

Menjawab sanggahan.
Menetapkan Penvedia barang dan jasa untuk :

a" Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai paling
tinggi Rp. 100.000.000,000,- (seratus milyar rupiah) atau ;

b. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk Paket Pengadaan Jasa
Konsultansi yang bernilai paling tinggr Rp. 10.000.000.000,Ct0
(sepuluh Milyar Rupiah).

Mengusulkan penetapan pemenang kepada PA melalui Kepala ULP
untuk barang:

a. Pelelangan atau Penunjukan Langsune untuk paket Pensadaan
BaranglPekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya yang bernilai di
atas Rp. 100.000.000.000 (seratus miiyar rupiah ) atau

b. Seleksi atau penunjukan langsung atau paket Pengadaan Jasa
Konsultansi yang berniiai diatas Rp. 1O.00O.O00.OO0,00
(sepuluh mil5.ar rupiah).

Menyampaikan hasil Pemiiihan dan Salinan Dokumen Pemilihan
Penyedia Barang dan Jasa kepada PPK.

Dalam melaksanakan tugas kelompok kerja (Pokja) bertanggung jarvab
kepada Bupati Halmahera Barat melalui Kepala Bagian Lavanan
Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Barat.
Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di
bebankan pada Dokumen Pelaksana Anggarun (DPA) Bagian Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Haimahera Barat Tahun
Anccoron t)^nA

f rrr66craii -v!v.

Dengan berlakunya Surat Keputusan Bupati ini, maka Surat Keputusan
Bupati Nomor : 18.A/KPTSII/2026 Tanggai 7 Januari 2026 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.
Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

: 2L MatPada Tanggal
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LAMPIR,{N i

TENTANG

KEPUTUSAN BUPATi HALMAHERA BARAT
NOMOR : qr2 /KFIS/ V /2026
'T'ANGGAL : 7L t\te\ 2-t>'/t-

PtrNBTAPAN DAN PENUGASAN KELOMPOK KtrRJA (POI{JA}
PEMILIHAN PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG
r){\T IACTA T.ZADTTNN TFT\T TTAT Ii'ATTTNA I]ANA'T1 MALfTT,!\'T /-.tr\'r=U/1r\ Uf1or1 I\n D LJ rrl i E/i\ Rfir/rvt^f l f/I\i\ -Dr].l.(f1' i i l1.i IU i\ 2J Zl't

DAFTAR NAMA KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BARANGIJASA

BUPATI

ro NAMA/NIP JABATAN I{ET

1.
CATUR ARIBOWO, S. Kom

Nip. 1984A928 2OO9O3 1 OO1

Ketua

2.
ASWIR }TARUN

Nip. 19850616 2OO903 1 OO2

Sekertaris

WA ODE SUKRIATL SP

Nip. 19BOO7 142A06A42A02

Anrycnf a
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LAMPIRAN II

TENTANG

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR , Q\ /KPTS1 v 12A26
TANGGAL : LL h\E t ZD.LL
PENETAPAN DAN PENUGASAN KELOMPOK KERJA {POKJA)
PEMILIHAN PADA BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG
DAN JASA KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2A26

BESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA PENOADAAN KONSTRUKSI

rlo HAMA POKJA SATUAN BESARAN

1
CATUR ARiBOWO, S. Kom
l\,Ii- lrrQlnooo 1nnr)n2 1 nn11r].P. a )\)a\) )L0 LV\r',lV\' I \/V l

r-lE D^ 1 tr1n nnni\y, i . \.r- \J. u v u

2.
ASWIR HARUN
Nip" 19850616 20O9O3 1 002

OB Rp. 1.52O.0O0

rJ.
WA ODE SUKRIATI. SP
Nip. i980AT G2OAOA42Aa2

LJIJ HIl. i.i)zir-U(J[J
i

BESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG

ilo I{AMA POKJA SATUAN BESARAN

1.
CATUR ARIBOWO, S. Kom
Nip. 19840928 200903 1 001

OB Rp. 680.0oO

2.
ASWIR HARUN
\r;- 1e]a<n6' 16, lnnona 1 nn')rrrP. l JvJvv Iv 4vv JvJ t vv-

OB Rp. 68O.0OO

/)
J.

WA ODE SUKRIATI, SP
Nip. 1980A7 1 420A6A420A2 OB Rp. 680.OOO

EESARAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA PENGADAAN JASA KONSULTANSI

NO NAMA POKJA SATUAN BESARAN

1.
CATUR ARItsOWO, S. Kom
Nip. 1984a928 20O9O3 1 O01

OB Rp. 6OO.00O

2.
ASWiR HARUN
Nip. i9850616 200903 1 0O2

OB Rp. 600.000

.>
rJ.

WA ODE SUKRIATI, SP
Nip. 198007 A2AA6A420A2 OB nn. 0/o.ooo
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